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Abstract 

 

Digital transformation in new student admissions is aimed at developing integrated, simple, fast, effective, and 

efficient services through a One-Stop Service model. However, its implementation faces organizational dynamics that 

may create discrepancies between service design and actual practices in the field. This study aims to analyze the forms 

of organizational resistance and their impacts on the implementation of digital-based new student admission services. 

The study employed a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. 

The data were analyzed through data condensation, categorization, coding, theme identification, relationship analysis, 

triangulation, and verification. The results reveal inconsistencies in policies, changes in interfaces and systems, service 

access disruptions, non-functional features, network instability, inconsistencies in administrative metadata, duplicate 

and missing data, and dashboard changes that are not yet fully user-oriented. These conditions disrupt the integration 

of systems, data, and processes, thereby affecting service effectiveness, efficiency, and user experience. The study 

concludes that strengthened governance, policy consistency, process standardization, data integrity, system reliability, 

and user orientation are essential to ensure service sustainability. 
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Abstrak 

 

Transformasi digital dalam penerimaan mahasiswa baru diarahkan untuk membangun layanan yang terintegrasi, 

sederhana, cepat, efektif, dan efisien melalui model One Stop Service. Namun, implementasinya menghadapi 

dinamika organisasi yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara desain layanan dengan praktik penyelenggaraan 

di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk resistensi organisasi dan dampaknya terhadap implementasi 

layanan penerimaan mahasiswa baru berbasis digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui kondensasi data, 

kategorisasi, pengodean, identifikasi tema, analisis hubungan, serta triangulasi dan verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kebijakan, perubahan tampilan dan sistem, gangguan akses layanan, fitur 

yang tidak berfungsi, ketidakstabilan jaringan, inkonsistensi metadata administrasi, data ganda dan hilang, serta 

perubahan dashboard yang belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna. Kondisi tersebut mengganggu integrasi 

sistem, data, dan proses sehingga berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Penelitian 

menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola, konsistensi kebijakan, standardisasi proses, integritas data, keandalan 

sistem, dan orientasi pengguna diperlukan untuk menjamin keberlanjutan layanan. 

 

Kata kunci: transformasi digital, tata kelola, efektivitas; efisiensi, integritas data, standardisasi proses. 
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1. PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam perubahan tata kelola pelayanan 

pada berbagai organisasi, termasuk perguruan tinggi. Digitalisasi tidak lagi sekadar mengubah 

dokumen atau prosedur manual menjadi format elektronik, tetapi mendorong perubahan pada 

proses kerja, struktur organisasi, pola koordinasi, dan penciptaan nilai pelayanan bagi pengguna 

[1], [2]. Dalam sektor publik, transformasi digital juga menuntut organisasi untuk menyesuaikan 

kebijakan, kapasitas internal, dan mekanisme pelayanan agar teknologi dapat menghasilkan 

perubahan yang bermakna [2]. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital sangat 

ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi dengan perubahan 

proses dan tata kelola pelayanan. 

Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu layanan strategis perguruan tinggi 

karena menjadi titik awal interaksi antara calon mahasiswa dengan institusi. Kebutuhan terhadap 

layanan yang cepat, mudah, transparan, terintegrasi, dan dapat diakses melalui media digital 

mendorong perguruan tinggi mengembangkan model pelayanan yang berorientasi pada pengguna 

[3]. Salah satu pendekatan yang relevan adalah One Stop Service, yaitu model pelayanan yang 

mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengguna melalui satu titik layanan sehingga dapat 

mengurangi fragmentasi proses dan kebutuhan untuk berpindah antarunit pelayanan [4], [5]. Oleh 

karena itu, penerapan One Stop Service berbasis digital pada penerimaan mahasiswa baru 

memiliki potensi untuk menyederhanakan proses sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan. 

Model One Stop Service pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan satu 

kanal pelayanan, tetapi juga membutuhkan integrasi proses, koordinasi antarunit, keselarasan 

kewenangan, dan konsistensi kebijakan organisasi. Literatur mengenai one-stop service 

menunjukkan bahwa integrasi pelayanan bertujuan mengurangi fragmentasi birokrasi dan 

memberikan akses pelayanan yang lebih sederhana kepada pengguna [4], [5]. Dalam lingkungan 

digital, integrasi tersebut menjadi semakin kompleks karena berbagai proses dan aktor harus 

bekerja dalam satu ekosistem pelayanan yang memiliki standar, alur, dan mekanisme pengambilan 

keputusan yang saling terhubung [6]. Dengan demikian, kualitas implementasi One Stop Service 

sangat bergantung pada kesesuaian antara desain sistem pelayanan dengan tata kelola organisasi 

yang menjalankannya. 

Persoalan muncul ketika perubahan model pelayanan digital berhadapan dengan organisasi 

yang belum sepenuhnya menerima perubahan proses, kewenangan, dan pola kerja yang 

menyertainya. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul karena kecenderungan 

mempertahankan rutinitas, ketidaknyamanan terhadap perubahan, kekakuan kognitif, serta 

orientasi untuk mempertahankan kondisi yang telah dikenal [7]. Dalam konteks organisasi, 

resistensi juga dapat berkembang melalui struktur, kepentingan, kebiasaan, ketidakjelasan peran, 

dan dinamika kewenangan yang menyebabkan keputusan organisasi tidak selalu bergerak searah 

dengan tujuan perubahan [8]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan transformasi digital 

dapat bersumber bukan hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari dinamika internal organisasi. 

Resistensi organisasi menjadi persoalan penting ketika keputusan dan praktik internal 

berpotensi mengurangi karakter integratif dari model pelayanan yang telah dirancang. Proses yang 

seharusnya terintegrasi dapat mengalami fragmentasi ketika terjadi penambahan tahapan, 

pengulangan prosedur, pembagian kewenangan yang tidak jelas, atau kebijakan yang tidak selaras 

dengan arsitektur pelayanan digital [4], [6]. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi 

terhadap waktu pelayanan, beban administrasi, koordinasi antarunit, penggunaan sumber daya, 

serta kemampuan organisasi mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan [9]. Oleh sebab itu, 

resistensi organisasi perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan implementasi yang dapat 

memengaruhi keberhasilan model One Stop Service penerimaan mahasiswa baru berbasis digital. 

Sejumlah penelitian telah membahas transformasi digital perguruan tinggi dengan 

perhatian pada peningkatan efisiensi, aksesibilitas, kualitas pelayanan, kesiapan sumber daya 
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manusia, dan pengembangan sistem digital. Penelitian mengenai digitalisasi layanan akademik 

dan kemahasiswaan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, 

dan tata kelola administrasi, tetapi implementasinya tetap menghadapi persoalan kompetensi 

digital, koordinasi, integrasi sistem, dan dukungan kebijakan [10]. Kajian mengenai transformasi 

digital sektor publik juga menunjukkan bahwa perubahan digital membutuhkan penyesuaian 

organisasi, kapasitas kelembagaan, dan proses kerja, sementara penelitian mengenai One Stop 

Service lebih banyak menekankan integrasi pelayanan, aksesibilitas, koordinasi, dan 

penyederhanaan proses [2], [5], [6]. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian untuk 

menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana resistensi organisasi memengaruhi implementasi One 

Stop Service penerimaan mahasiswa baru berbasis digital. 

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya melihat transformasi layanan 

penerimaan mahasiswa baru tidak hanya dari perspektif teknologi dan pengguna, tetapi juga dari 

perspektif dinamika organisasi yang mengiringi implementasinya. Penelitian ini memusatkan 

perhatian pada bentuk resistensi organisasi, faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana 

resistensi tersebut berinteraksi dengan desain One Stop Service berbasis digital dalam 

penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami 

konsekuensi resistensi terhadap integrasi proses, efektivitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan 

kepada calon mahasiswa sebagai pengguna layanan. Dengan fokus tersebut, penelitian 

menempatkan organisasi sebagai faktor penting yang menentukan apakah transformasi digital 

benar-benar menghasilkan perubahan pelayanan atau hanya menghasilkan perubahan pada 

perangkat dan kanal layanan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis resistensi organisasi terhadap implementasi One Stop 

Service penerimaan mahasiswa baru berbasis digital serta mengidentifikasi faktor dan 

konsekuensinya terhadap penyelenggaraan pelayanan. Pendekatan penelitian diarahkan untuk 

mengkaji hubungan antara desain layanan digital, dinamika organisasi, kebijakan internal, dan 

praktik implementasi yang berlangsung dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru. 

Kebaruan penelitian terletak pada upaya menjelaskan resistensi organisasi sebagai faktor yang 

dapat mengganggu integrasi model One Stop Service dan pada akhirnya memengaruhi pencapaian 

efektivitas serta efisiensi pelayanan, bukan semata-mata melihat keberhasilan digitalisasi dari 

kesiapan teknologi atau penerimaan pengguna [1], [2], [10]. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi kajian transformasi pelayanan digital sekaligus 

kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi, efektif, 

efisien, dan berorientasi pada pengguna. 

 

2. METODE 

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

memperoleh pemahaman mendalam mengenai resistensi organisasi dalam implementasi One Stop 

Service penerimaan mahasiswa baru berbasis digital. Pendekatan studi kasus dipilih karena 

penelitian berfokus pada suatu fenomena kontemporer yang berlangsung dalam konteks organisasi 

nyata dan memerlukan pemahaman terhadap hubungan antara proses, aktor, kebijakan, serta 

kondisi organisasi yang menyertainya [11]. Desain tersebut memungkinkan penelitian mengkaji 

fenomena resistensi tidak hanya berdasarkan pernyataan informan, tetapi juga melalui pengamatan 

terhadap proses pelayanan dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerimaan 

mahasiswa baru [11]. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk menghasilkan 

pemahaman kontekstual mengenai hubungan antara dinamika organisasi dan implementasi model 

layanan digital. 
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2.2 Lokasi dan Fokus Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada unit pengelola layanan penerimaan mahasiswa baru 

perguruan tinggi yang menerapkan model One Stop Service berbasis digital. Fokus penelitian 

diarahkan pada proses implementasi layanan, terutama hubungan antara desain layanan digital 

dengan kebijakan internal, pembagian kewenangan, pola koordinasi, pengambilan keputusan, serta 

praktik pelayanan yang berlangsung selama penerimaan mahasiswa baru. Unit analisis penelitian 

adalah dinamika organisasi yang muncul dalam proses implementasi One Stop Service, sedangkan 

efektivitas dan efisiensi digunakan sebagai aspek untuk melihat konsekuensi dari dinamika 

tersebut terhadap pencapaian tujuan pelayanan. Dengan batasan tersebut, penelitian tidak 

diarahkan untuk menilai individu tertentu, tetapi menganalisis pola organisasi yang dapat 

memperkuat atau menghambat implementasi model layanan. 

2.3 Sumber Data dan Informan Penelitian 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk 

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi layanan dan resistensi 

organisasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih 

secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam 

penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru berbasis digital, yang dapat mencakup pengelola 

layanan, tenaga administrasi, pengelola sistem atau teknologi informasi, serta pihak yang terlibat 

dalam pengambilan keputusan terkait layanan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen 

kebijakan, standar operasional prosedur, alur pelayanan, pedoman penerimaan mahasiswa baru, 

dokumentasi sistem digital, notulen atau keputusan organisasi, serta dokumen lain yang relevan 

dengan perubahan dan penyelenggaraan layanan. Penggunaan beberapa sumber data 

memungkinkan penelitian melakukan perbandingan informasi dan memperkuat pemahaman 

terhadap fenomena yang diteliti [11]. 

2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi 

untuk memperoleh data yang saling melengkapi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, 

pengalaman, pemahaman, bentuk resistensi, alasan munculnya resistensi, serta pandangan 

informan mengenai perubahan proses dan kebijakan pelayanan, sedangkan observasi digunakan 

untuk melihat secara langsung alur pelayanan, koordinasi, penggunaan sistem digital, serta praktik 

yang terjadi dalam implementasi One Stop Service. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri 

kesesuaian antara desain layanan, kebijakan, prosedur, dan praktik implementasi yang ditemukan 

di lapangan. Kombinasi ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih 

utuh sekaligus mengurangi ketergantungan penelitian pada satu sumber informasi. 

2.5 Fokus Analisis Penelitian 

Analisis penelitian diarahkan pada empat fokus utama yang dibangun berdasarkan tujuan 

penelitian dan fenomena yang dikaji. Fokus pertama adalah implementasi One Stop Service yang 

mencakup integrasi proses, keterhubungan layanan digital, penyederhanaan tahapan, dan orientasi 

pelayanan kepada calon mahasiswa; fokus kedua adalah bentuk resistensi organisasi yang dapat 

terlihat melalui penolakan terhadap perubahan, pemertahanan prosedur lama, intervensi terhadap 

alur pelayanan, fragmentasi kewenangan, atau ketidaksesuaian keputusan dengan desain layanan. 

Fokus ketiga adalah faktor penyebab resistensi, meliputi kebiasaan organisasi, kepentingan dan 

kewenangan, pemahaman terhadap model layanan, ketidakjelasan peran, serta respons terhadap 

perubahan teknologi dan proses kerja [7], [8]. Fokus keempat adalah konsekuensi resistensi 

terhadap efektivitas dan efisiensi, terutama terkait kecepatan proses, kesederhanaan prosedur, 

koordinasi, penggunaan sumber daya, dan konsistensi pengalaman pengguna. 
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2.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan [12]. Kondensasi data dilakukan dengan 

menyeleksi, memfokuskan, mengodekan, dan mengorganisasi hasil wawancara, observasi, serta 

dokumentasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan 

dalam bentuk matriks, kategori, hubungan antartema, dan narasi untuk membantu peneliti melihat 

pola resistensi serta keterkaitannya dengan implementasi layanan digital. Kesimpulan ditarik 

secara bertahap dan diverifikasi kembali dengan membandingkan data antarinforman, antarteknik, 

dan antardokumen sehingga interpretasi penelitian tetap berlandaskan bukti empiris [12]. 

2.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pemeriksaan 

konsistensi informasi selama proses penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan informasi dari berbagai kategori informan, sedangkan triangulasi teknik 

dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 

menunjukkan perbedaan atau kontradiksi tidak langsung dihilangkan, tetapi dianalisis sebagai 

bagian dari dinamika organisasi karena perbedaan perspektif dapat memberikan informasi 

mengenai pola kewenangan, kepentingan, dan pemaknaan terhadap perubahan. Proses tersebut 

dilakukan untuk memastikan bahwa temuan mengenai resistensi organisasi tidak dibangun 

berdasarkan persepsi satu pihak, tetapi didukung oleh berbagai bukti empiris. 

 

 
Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian. 

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kerangka studi kasus Yin [11], analisis data kualitatif 

Miles, Huberman, dan Saldaña [12], konsep resistensi perubahan Oreg [7], serta kerangka 

transformasi digital Vial [1] 
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Gambar 1 menunjukkan hubungan konseptual antara implementasi layanan digital dan 

penerapan One Stop Service dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru. Implementasi 

model tersebut berinteraksi dengan dinamika organisasi yang meliputi kebijakan, kewenangan, 

koordinasi, pola kerja, dan pengambilan keputusan, yang selanjutnya dapat memunculkan 

resistensi dalam bentuk resistensi kebijakan, proses, dan kewenangan. Resistensi yang tidak 

terkelola berpotensi mengganggu integrasi layanan digital dan berdampak pada efektivitas, 

efisiensi, kecepatan, kesederhanaan, serta koordinasi pelayanan. Rangkaian hubungan tersebut 

kemudian menjadi dasar untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi penguatan One Stop 

Service yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berorientasi pada pengguna. 

2.8 Proses Penelitian 

 

 
Gambar 2. Tahapan Penelitian 

 

Gambar 2 menunjukkan tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi fenomena dan 

penetapan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikondensasi, dikategorikan, dan diberi kode 

untuk mengidentifikasi tema resistensi organisasi, yang selanjutnya dianalisis keterkaitannya 

dengan implementasi One Stop Service serta dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi 

pelayanan. Hasil analisis kemudian melalui proses triangulasi dan verifikasi sebelum ditetapkan 
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sebagai temuan penelitian. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi penguatan 

One Stop Service penerimaan mahasiswa baru berbasis digital. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi One Stop Service Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Digital 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan One Stop Service dalam penerimaan 

mahasiswa baru diarahkan untuk membangun model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai 

tahapan administrasi melalui dukungan teknologi digital. Model tersebut menempatkan calon 

mahasiswa sebagai pengguna utama layanan dengan tujuan mengurangi perpindahan antarunit, 

menyederhanakan tahapan pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan 

keterhubungan informasi dan layanan. Secara konseptual, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip 

One Stop Service yang menempatkan integrasi proses dan kemudahan akses pengguna sebagai 

karakter utama pelayanan [4], [5]. Dengan demikian, digitalisasi dalam penerimaan mahasiswa 

baru tidak hanya berfungsi sebagai media administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk 

membangun perubahan model pelayanan secara lebih terintegrasi. 

Model pelayanan tersebut dapat digambarkan sebagai suatu alur yang menghubungkan 

berbagai kebutuhan calon mahasiswa dalam satu ekosistem layanan. 

 

 
Gambar 3. Model Integrasi One Stop Service Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Digital 

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan desain layanan penerimaan mahasiswa baru berbasis 

digital. 

 

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa One Stop Service memiliki karakter integratif, 

bukan sekadar karakter digital. Setiap tahapan memiliki keterkaitan dengan tahapan lainnya 

sehingga perubahan atau intervensi pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan alur 

pelayanan. Hal ini menjadi penting karena transformasi digital pada dasarnya membutuhkan 
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perubahan proses organisasi, bukan hanya pengadaan teknologi [1], [2]. Dengan demikian, 

efektivitas model sangat bergantung pada konsistensi organisasi dalam mempertahankan 

keterhubungan antartahapan layanan. 

3.2 Dinamika Organisasi dalam Implementasi One Stop Service 

Implementasi model layanan yang terintegrasi memperlihatkan bahwa teknologi tidak 

dapat dipisahkan dari dinamika organisasi yang mengelola pelayanan tersebut. Dalam konteks 

penelitian ini, dinamika organisasi berkaitan dengan kebijakan, kewenangan, koordinasi, pola 

kerja, dan pengambilan keputusan yang menentukan bagaimana model One Stop Service 

diterapkan dalam praktik. Kelima unsur tersebut memiliki hubungan langsung dengan 

keberlanjutan integrasi layanan karena setiap perubahan keputusan dapat memengaruhi alur kerja 

dan pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan. Temuan ini memperkuat 

pandangan bahwa transformasi digital merupakan perubahan organisasi yang melibatkan aspek 

teknologi sekaligus aspek struktural dan manajerial [1], [2]. 

Persoalan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara desain layanan dengan kebijakan 

atau keputusan organisasi. Model One Stop Service membutuhkan konsistensi prosedur dan 

koordinasi karena pelayanan dibangun berdasarkan hubungan antartahapan, sedangkan keputusan 

yang berjalan secara parsial berpotensi mengembalikan pelayanan kepada pola yang 

terfragmentasi. Dalam perspektif implementasi perubahan, ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi 

salah satu kondisi yang memunculkan resistensi terhadap perubahan karena organisasi berhadapan 

dengan perubahan rutinitas, kewenangan, dan pola kerja yang telah terbentuk [7], [8]. Oleh sebab 

itu, dinamika organisasi menjadi konteks penting untuk menjelaskan munculnya resistensi dalam 

implementasi layanan digital. 

3.3 Bentuk Resistensi Organisasi terhadap Model Layanan 

Berdasarkan kerangka analisis penelitian, resistensi organisasi dalam implementasi One 

Stop Service dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu resistensi kebijakan, resistensi 

proses, dan resistensi kewenangan. Ketiga bentuk tersebut digunakan untuk membaca bagaimana 

hambatan terhadap perubahan muncul dalam proses implementasi tanpa mengarah pada 

identifikasi atau penilaian terhadap individu tertentu. Penggunaan kategori tersebut 

memungkinkan resistensi dipahami sebagai fenomena organisasi yang berkaitan dengan aturan, 

proses kerja, dan distribusi kewenangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa 

resistensi terhadap perubahan dapat muncul melalui respons terhadap perubahan struktur, rutinitas, 

peran, dan kondisi organisasi [7], [8]. 

3.3.1 Resistensi Kebijakan 

Resistensi kebijakan berkaitan dengan munculnya keputusan, ketentuan, atau arah 

kebijakan yang tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip integrasi layanan digital. Dalam model 

One Stop Service, kebijakan seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang memastikan seluruh 

tahapan pelayanan bergerak dalam satu arah dan mendukung tujuan integrasi. Ketika kebijakan 

berjalan secara parsial atau tidak selaras dengan desain layanan, maka terdapat kemungkinan 

munculnya ketidaksesuaian antara sistem yang telah dibangun dengan proses yang harus 

dijalankan oleh pengelola layanan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan organisasi memiliki dua 

orientasi yang berjalan bersamaan, yaitu orientasi integrasi digital dan orientasi prosedural yang 

masih mempertahankan pola sebelumnya. 

Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak secara 

otomatis menghilangkan hambatan organisasi. Transformasi digital membutuhkan keselarasan 

antara teknologi, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi agar perubahan dapat 

menghasilkan nilai pelayanan [1], [2]. Oleh karena itu, resistensi kebijakan perlu dilihat bukan 

hanya sebagai perbedaan keputusan, tetapi sebagai persoalan keselarasan tata kelola dengan desain 

pelayanan digital. 
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3.3.2 Resistensi Proses 

Resistensi proses berkaitan dengan kecenderungan mempertahankan prosedur lama atau 

menambahkan tahapan yang tidak sepenuhnya diperlukan dalam model pelayanan terintegrasi. 

Dalam konteks One Stop Service, kondisi tersebut dapat mengurangi manfaat utama digitalisasi 

karena pengguna tetap menghadapi proses yang panjang meskipun sistem digital telah tersedia. 

Prosedur yang seharusnya terintegrasi dapat kembali menjadi beberapa tahapan terpisah apabila 

terdapat keputusan atau praktik yang tidak mengikuti alur layanan yang telah dirancang. Dengan 

demikian, resistensi proses dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian antara desain proses 

dan praktik implementasi. 

Dari perspektif pelayanan, persoalan tersebut penting karena efektivitas digitalisasi tidak 

hanya diukur dari keberadaan sistem, tetapi dari kemampuan sistem menyederhanakan proses dan 

menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna. Apabila proses digital hanya menjadi 

tambahan di atas prosedur lama, maka organisasi dapat mengalami kondisi digitalization without 

transformation, yaitu penggunaan teknologi tanpa perubahan substantif terhadap proses kerja. 

Karena itu, pengukuran keberhasilan One Stop Service perlu melihat perubahan nyata dalam 

proses, bukan hanya tingkat penggunaan teknologi. 

3.3.3 Resistensi Kewenangan 

Resistensi kewenangan berkaitan dengan ketidaksesuaian atau persinggungan dalam 

pembagian kewenangan selama implementasi model pelayanan terintegrasi. One Stop Service 

membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap setiap tahapan, 

siapa yang mengambil keputusan, serta bagaimana koordinasi dilakukan ketika suatu proses 

melibatkan lebih dari satu unit. Ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan dapat 

menyebabkan intervensi terhadap proses pelayanan dan memperlambat pengambilan keputusan. 

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi konsistensi model pelayanan yang telah dirancang. 

Resistensi kewenangan juga menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mengubah 

distribusi kontrol dalam organisasi. Ketika proses pelayanan menjadi lebih terintegrasi, batas-batas 

kerja antarunit dapat berubah dan sebagian keputusan yang sebelumnya berada pada unit tertentu 

dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan yang lebih terkoordinasi. Perubahan tersebut dapat 

menghasilkan respons organisasi yang berbeda karena menyentuh aspek struktur, peran, dan 

kewenangan [2], [8]. Oleh karena itu, keberhasilan One Stop Service membutuhkan tata kelola 

kewenangan yang jelas dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. 

3.4 Dampak Resistensi terhadap Integrasi, Efektivitas, dan Efisiensi Layanan 

Ketiga bentuk resistensi tersebut pada akhirnya perlu dianalisis berdasarkan 

konsekuensinya terhadap integrasi layanan. Ketika kebijakan, proses, atau kewenangan tidak 

berjalan selaras dengan desain One Stop Service, integrasi pelayanan berpotensi mengalami 

gangguan dalam bentuk fragmentasi proses, duplikasi tahapan, ketidakkonsistenan keputusan, dan 

meningkatnya kebutuhan koordinasi. Gangguan tersebut menunjukkan bahwa persoalan 

organisasi dapat diterjemahkan menjadi persoalan pelayanan ketika keputusan internal 

memengaruhi alur yang berhadapan langsung dengan pengguna. Dengan demikian, resistensi 

organisasi memiliki dimensi pelayanan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi transformasi 

digital. 

Dari sisi efektivitas, resistensi dapat memengaruhi kemampuan model One Stop Service 

dalam mencapai tujuan pelayanan yang telah ditetapkan. Model yang dirancang untuk memberikan 

pelayanan terintegrasi menjadi kurang optimal apabila proses kembali terpisah atau keputusan 

tidak lagi mengikuti alur yang telah dirancang. Dari sisi efisiensi, fragmentasi proses dapat 

meningkatkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya karena pekerjaan yang seharusnya 

dilakukan secara terintegrasi harus dikoordinasikan atau dilakukan kembali melalui tahapan 

tambahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas dan efisiensi tidak hanya 
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ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh konsistensi organisasi dalam menjalankan 

desain pelayanan. 

Hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam kerangka yang ditunjukkan dalam Gambar 4 

berikut: 

 

 
Gambar 4. Hubungan Resistensi Organisasi dan Kinerja Layanan 

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kerangka analisis penelitian dan konsep transformasi digital 

[1], [2]. 

 

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa resistensi organisasi tidak diposisikan sebagai hasil akhir 

penelitian, melainkan sebagai fenomena yang perlu ditelusuri dampaknya terhadap integrasi dan 

kinerja pelayanan. Dengan demikian, penelitian bergerak dari pertanyaan "mengapa resistensi 

terjadi?" menuju pertanyaan yang lebih substantif, yaitu "apa konsekuensi resistensi tersebut 

terhadap tujuan pelayanan digital?". 

3.5 Strategi Penguatan One Stop Service Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Digital 

Berdasarkan hubungan antara dinamika organisasi dan implementasi layanan, penguatan 

One Stop Service perlu diarahkan pada pembangunan keselarasan antara teknologi, kebijakan, 

proses, kewenangan, dan koordinasi. Digitalisasi pelayanan tidak akan menghasilkan integrasi 

yang optimal apabila organisasi masih menjalankan keputusan dan prosedur yang berjalan di luar 

desain sistem. Oleh karena itu, penguatan model layanan membutuhkan tata kelola yang 

memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan memiliki kesesuaian dengan prinsip integrasi 

layanan. Pendekatan tersebut menempatkan transformasi digital sebagai perubahan organisasi 

yang membutuhkan dukungan kelembagaan secara menyeluruh [1], [2]. 

Strategi pertama adalah memperkuat konsistensi kebijakan layanan sehingga setiap 

perubahan atau keputusan terkait penerimaan mahasiswa baru tetap mengacu pada desain One 

Stop Service. Strategi kedua adalah memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme 

koordinasi, terutama pada proses yang melibatkan lebih dari satu unit atau pengambil keputusan. 

Strategi ketiga adalah melakukan standardisasi dan penyederhanaan proses agar teknologi tidak 

sekadar menjadi media tambahan, tetapi benar-benar menggantikan proses yang tidak efisien. 

Ketiga strategi tersebut perlu didukung dengan mekanisme evaluasi berkala sehingga organisasi 

dapat mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan secara adaptif. 

Secara konseptual, hasil analisis tersebut dapat dirumuskan menjadi model penguatan 

berikut: 
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Gambar 5. Model Penguatan Layanan 

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil analisis dan kerangka konseptual penelitian. 

 

3.6 Ketidaksesuaian Implementasi Layanan Digital dengan Prinsip One Stop Service 

Hasil identifikasi kondisi lapangan menunjukkan bahwa implementasi layanan digital 

dalam penerimaan mahasiswa baru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan karakteristik One 

Stop Service yang menekankan integrasi, kemudahan akses, keandalan, dan kesinambungan 

proses pelayanan. Kondisi tersebut terlihat dari adanya gangguan akses sistem, perubahan 

tampilan layanan, ketidakberfungsian sejumlah fitur, ketidakstabilan jaringan, serta persoalan 

konsistensi data administrasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan platform 

digital belum secara otomatis menghasilkan layanan yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh 

pengguna. Dengan demikian, persoalan implementasi perlu dipahami tidak hanya sebagai 

persoalan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola dan konsistensi organisasi dalam 

mempertahankan desain layanan. 

Gangguan akses merupakan salah satu kondisi yang secara langsung memengaruhi 

keberlangsungan proses pelayanan. Layanan digital yang mengalami kemacetan atau tidak dapat 

diakses oleh pengguna maupun tenaga administrasi menyebabkan proses pelayanan tidak dapat 

berlangsung secara normal dan berpotensi menciptakan pekerjaan tambahan di luar sistem. 

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika gangguan teknis terjadi bersamaan dengan 

perubahan tampilan atau fungsi pada situs layanan. Dengan demikian, keandalan dan stabilitas 

sistem menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan One Stop Service berbasis digital. 

Selain persoalan akses, perubahan tampilan situs secara berulang juga menunjukkan 

adanya persoalan konsistensi antarmuka layanan. Perubahan tampilan yang tidak disertai dengan 

orientasi pada kemudahan penggunaan dapat meningkatkan kebutuhan adaptasi baik bagi calon 
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mahasiswa maupun tenaga administrasi. Dalam perspektif user-oriented service, perubahan 

teknologi seharusnya menghasilkan pengalaman pengguna yang semakin sederhana dan mudah 

dipahami, bukan justru meningkatkan kompleksitas interaksi dengan sistem. Oleh karena itu, 

desain antarmuka perlu ditempatkan sebagai bagian dari kualitas pelayanan, bukan semata-mata 

sebagai aspek visual atau teknis. 

3.7 Resistensi Kebijakan dan Ketidakkonsistenan Tata Kelola 

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya persoalan yang lebih substantif daripada 

gangguan teknis, yaitu perubahan terhadap kebijakan layanan yang sebelumnya telah ditetapkan 

dan menjadi bagian dari mekanisme pelayanan. Perubahan tersebut dipandang tidak selalu disertai 

dasar hukum atau landasan kebijakan yang cukup kuat, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian 

antara desain layanan yang telah dibangun dengan keputusan yang kemudian diterapkan. Dalam 

konteks One Stop Service, konsistensi kebijakan memiliki posisi penting karena seluruh proses 

pelayanan saling berhubungan dan perubahan pada satu bagian dapat memengaruhi tahapan 

lainnya. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resistensi kebijakan ketika keputusan 

organisasi tidak lagi sepenuhnya mendukung arah integrasi layanan yang telah dirancang. 

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa resistensi organisasi tidak selalu berbentuk 

penolakan terbuka terhadap teknologi atau sistem digital. Resistensi dapat muncul melalui 

keputusan, perubahan aturan, atau intervensi terhadap proses yang telah dibangun sebelumnya. 

Dalam konteks penelitian ini, persoalan menjadi penting karena layanan digital membutuhkan 

stabilitas kebijakan agar sistem, prosedur, dan aktor pelayanan bergerak dalam arah yang sama. 

Ketika kebijakan berubah tanpa landasan yang jelas, maka integrasi antara sistem digital dan 

proses administratif berpotensi mengalami gangguan. 

Dengan demikian, persoalan kebijakan menjadi salah satu mata rantai penting dalam 

hubungan antara resistensi organisasi dan kualitas layanan. Kebijakan yang tidak konsisten dapat 

menghasilkan perubahan proses, perubahan proses dapat memengaruhi struktur data dan fungsi 

sistem, sedangkan perubahan sistem dapat memengaruhi pengalaman pengguna. Hubungan 

tersebut memperlihatkan bahwa gangguan layanan digital tidak selalu dapat dijelaskan hanya 

melalui persoalan teknis. Sebagian gangguan dapat berakar dari keputusan organisasi yang tidak 

selaras dengan desain layanan. 

3.8 Gangguan Integritas Data Administrasi 

Permasalahan berikutnya ditemukan pada aspek metadata administrasi yang tidak 

konsisten, munculnya data ganda, serta adanya data yang hilang. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa persoalan integrasi layanan tidak hanya berkaitan dengan tampilan atau akses sistem, tetapi 

juga menyangkut integritas data sebagai fondasi administrasi digital. Dalam sistem penerimaan 

mahasiswa baru, data menjadi elemen penghubung antara proses pendaftaran, verifikasi, 

pembayaran, seleksi, pengumuman, dan registrasi ulang. Oleh sebab itu, ketidakkonsistenan data 

pada satu tahapan dapat menimbulkan konsekuensi pada tahapan pelayanan berikutnya. 

Data ganda dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam proses administrasi karena satu 

pengguna dapat direpresentasikan lebih dari satu kali dalam sistem. Sebaliknya, data yang hilang 

dapat menghambat proses pelayanan karena informasi yang dibutuhkan pada tahap berikutnya 

tidak tersedia atau tidak dapat ditemukan secara konsisten. Kondisi tersebut juga dapat 

meningkatkan beban tenaga administrasi karena diperlukan pemeriksaan, pencocokan, dan koreksi 

data secara manual. Dengan demikian, integrasi digital yang tidak disertai pengelolaan data yang 

konsisten dapat menghasilkan efisiensi semu karena sebagian pekerjaan administratif justru 

kembali dilakukan secara manual. 

Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa efisiensi layanan digital tidak cukup dinilai 

dari penggunaan sistem elektronik. Efisiensi baru dapat tercapai apabila data dapat dikelola secara 

konsisten, tersedia ketika diperlukan, tidak mengalami duplikasi, dan dapat digunakan oleh 

tahapan pelayanan berikutnya tanpa proses koreksi yang berulang. Dengan kata lain, kualitas data 
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merupakan bagian integral dari kualitas One Stop Service. Apabila integritas data terganggu, maka 

integrasi proses pelayanan juga berpotensi mengalami gangguan. 

3.9 Ketidakandalan Fitur dan Infrastruktur Digital 

Hasil identifikasi lapangan juga menunjukkan adanya fitur-fitur layanan yang tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya serta kondisi jaringan yang pada waktu tertentu mengalami 

kelambatan. Dua kondisi tersebut memiliki karakter berbeda tetapi menghasilkan konsekuensi 

yang sama, yaitu terganggunya kontinuitas pelayanan digital. Fitur yang tidak berfungsi 

menyebabkan pengguna atau administrator tidak dapat menyelesaikan tahapan tertentu dalam 

sistem, sedangkan jaringan yang lambat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk mengakses 

atau memproses layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan One Stop Service 

membutuhkan kombinasi antara fungsionalitas aplikasi dan infrastruktur jaringan yang memadai. 

Persoalan tersebut memiliki implikasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan. Ketika 

suatu fitur tidak dapat digunakan, proses yang seharusnya dilakukan melalui sistem dapat 

memerlukan alternatif manual atau komunikasi di luar sistem. Demikian pula, jaringan yang 

lambat meningkatkan waktu pelayanan dan dapat menambah beban tenaga administrasi ketika 

proses harus dilakukan berulang kali. Dengan demikian, reliabilitas sistem dan infrastruktur 

merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menghasilkan 

pengurangan waktu dan sumber daya. 

Namun demikian, kondisi teknis tersebut perlu dibedakan dari resistensi organisasi. 

Gangguan jaringan, misalnya, tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk resistensi. 

Gangguan tersebut baru menjadi relevan terhadap fokus penelitian apabila terdapat hubungan 

dengan pengambilan keputusan, pengelolaan sistem, pemeliharaan, prioritas pengembangan, atau 

tata kelola yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam mengatasi persoalan tersebut. 

Pembedaan ini penting agar penelitian tetap memiliki ketepatan analitis dan tidak memasukkan 

seluruh persoalan teknis sebagai resistensi organisasi. 

3.10 Pergeseran Orientasi dari Kemudahan Pengguna 

Kondisi yang menarik ditemukan pada perubahan dashboard atau tampilan layanan yang 

lebih diarahkan pada kepentingan komersial dan gaya visual, tetapi belum sepenuhnya 

mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya 

kemungkinan perbedaan orientasi antara desain layanan yang berorientasi pada pengguna dengan 

desain layanan yang berorientasi pada kepentingan institusional atau komersial. Dalam model One 

Stop Service, kualitas layanan seharusnya tidak hanya dilihat dari tampilan sistem, tetapi dari 

kemampuan sistem membantu pengguna menyelesaikan kebutuhan secara sederhana, jelas, cepat, 

dan mudah dipahami. Oleh karena itu, perubahan tampilan perlu dinilai berdasarkan kontribusinya 

terhadap pengalaman pengguna, bukan hanya berdasarkan aspek estetika. 

Perbedaan orientasi tersebut menjadi penting karena calon mahasiswa merupakan 

pengguna utama layanan penerimaan mahasiswa baru. Apabila perubahan dashboard 

menghasilkan tampilan yang lebih menarik tetapi membuat proses pencarian informasi, 

pendaftaran, atau penyelesaian administrasi menjadi lebih rumit, maka terjadi ketidaksesuaian 

antara desain visual dan tujuan pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital 

perlu dibedakan dari sekadar perubahan tampilan atau fitur. Inovasi layanan seharusnya 

menghasilkan peningkatan nilai bagi pengguna dan organisasi secara bersamaan. 

Dalam konteks penelitian ini, fenomena tersebut memperluas pemahaman mengenai 

resistensi organisasi. Resistensi tidak hanya dapat muncul melalui penolakan terhadap digitalisasi, 

tetapi juga melalui pergeseran arah implementasi digital dari tujuan awal pelayanan. Ketika sistem 

yang awalnya dirancang untuk integrasi dan kemudahan pengguna mengalami perubahan 

orientasi, maka tujuan One Stop Service dapat menjadi kurang optimal. Dengan demikian, 

orientasi pengguna menjadi indikator penting untuk menilai apakah perubahan layanan benar-

benar merupakan transformasi pelayanan atau hanya perubahan teknologi dan tampilan. 
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3.11 Sintesis Temuan Penelitian 

 

 
Gambar 6. Sintesis Temuan Penelitian terkait Implementasi Layanan 

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil identifikasi kondisi lapangan dan kerangka analisis 

penelitian. 

 

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara dinamika organisasi dan gangguan 

implementasi One Stop Service penerimaan mahasiswa baru berbasis digital. Ketidakkonsistenan 

kebijakan serta perubahan layanan dan sistem yang tidak stabil berpotensi mengganggu 

implementasi yang kemudian tercermin pada gangguan sistem, inkonsistensi data, dan 

ketidakstabilan proses pelayanan. Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada menurunnya 

efektivitas, terganggunya efisiensi, dan tidak optimalnya pengalaman pengguna dalam 

memperoleh layanan. Rangkaian tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa tujuan One Stop 

Service belum tercapai secara optimal karena integrasi layanan tidak hanya bergantung pada 

teknologi, tetapi juga pada konsistensi tata kelola, proses, data, dan orientasi pengguna. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi One Stop Service penerimaan mahasiswa 

baru berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh 

keselarasan dinamika organisasi dengan desain layanan yang telah ditetapkan. Implementasi 

layanan masih menghadapi sejumlah kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara 

prinsip integrasi layanan dengan praktik pengelolaan di lapangan, terutama pada aspek kebijakan, 

perubahan layanan, sistem, data, dan proses. Resistensi organisasi dalam konteks ini tidak semata-

mata dipahami sebagai penolakan terhadap penggunaan teknologi, tetapi sebagai bentuk 

ketidaksesuaian kebijakan, proses, dan kewenangan yang dapat menghambat keberlanjutan model 

layanan terintegrasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital dalam penerimaan 

mahasiswa baru merupakan perubahan organisasional yang membutuhkan keselarasan antara 

teknologi dan tata kelola. 

Gangguan implementasi One Stop Service terlihat melalui beberapa kondisi, yaitu layanan 

digital yang tidak selalu dapat diakses, perubahan tampilan dan sistem, fitur yang tidak berfungsi, 
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ketidakstabilan jaringan, metadata administrasi yang tidak konsisten, serta munculnya data ganda 

dan data yang hilang. Selain persoalan teknis, perubahan kebijakan yang tidak sepenuhnya 

konsisten dengan desain layanan serta perubahan dashboard yang belum selalu berorientasi pada 

kemudahan pengguna menunjukkan adanya persoalan tata kelola dalam penyelenggaraan layanan. 

Berbagai kondisi tersebut saling berkaitan dan menghasilkan gangguan pada integrasi sistem, data, 

dan proses pelayanan. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan tidak dapat dipandang sebagai 

masalah teknis yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kompleksitas implementasi 

layanan digital dalam organisasi. 

Gangguan tersebut berimplikasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan penerimaan 

mahasiswa baru. Ketidakstabilan sistem, inkonsistensi data, perubahan proses, dan kebutuhan 

koordinasi tambahan berpotensi meningkatkan beban administrasi, memperpanjang waktu 

pelayanan, serta mengurangi manfaat integrasi yang seharusnya dihasilkan oleh One Stop Service. 

Pada saat yang sama, kondisi tersebut dapat memengaruhi pengalaman calon mahasiswa sebagai 

pengguna layanan karena kemudahan, kecepatan, kesederhanaan, dan kepastian proses belum 

sepenuhnya dapat dipertahankan secara konsisten. Oleh karena itu, keberhasilan One Stop Service 

digital perlu diukur tidak hanya berdasarkan keberadaan dan penggunaan teknologi, tetapi 

berdasarkan kemampuan organisasi menghasilkan layanan yang stabil, terintegrasi, efektif, 

efisien, dan berorientasi pada pengguna. 

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan One Stop Service penerimaan mahasiswa baru 

perlu diarahkan pada penguatan tata kelola, konsistensi kebijakan, kejelasan kewenangan, 

koordinasi antarpihak, standardisasi proses, integritas data, keandalan sistem, dan orientasi pada 

pengguna. Setiap perubahan terhadap sistem maupun kebijakan perlu memiliki dasar yang jelas, 

terkoordinasi, dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan keseluruhan alur pelayanan agar 

tidak menciptakan fragmentasi baru. Pengembangan layanan digital juga perlu menempatkan 

pengalaman pengguna sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan, bukan hanya aspek visual, 

teknologi, atau kepentingan administratif. Dengan pendekatan tersebut, One Stop Service dapat 

dikembangkan dari sekadar model digitalisasi administrasi menjadi model tata kelola pelayanan 

penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi, efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan. 
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